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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis terhadap pembahasan dan hasil penelitian 

yang penulis lakukan dalam penulisan hukum ini, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pengaruh pembinaan narapidana narkotika dalam mencegah terjadinya 

pengulangan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II-

A Yogyakarta :  

Pembinaan narapidana narkotika telah memberikan pengaruh cukup 

baik dalam membentuk kepribadian narapidana sehingga dapat turut 

mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (recidive) . 

2. Faktor Penghambat Pembinaan Narapidana Narkotika Khususnya Pecandu  

Dalam Mencegah Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana: 

a. Faktor penghambat internal  

Adalah faktor yang berasal dari Lembaga Pemasyarakatan termasuk 

narapidana itu sendiri. Faktor penghambat internal dalam pembinaan 

narapidana meliputi: 

1) Adanya Narapidana yang berlatar belakang penyalahguna 

narkotika (pecandu) di LP yang Kondisi fisik dan mentalnya 

kurang mendukung untuk menjalani proses pembinaan 

. 
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2) Kurangnya kesadaran  dari diri seorang narapidana akan 

pentingnya pembinaan 

3) Kurangnya Sumber daya manusia yang ahli dalam menangani 

narapidana  narkotika khususnya pecandu 

4) Kurangnya sarana, prasarana dan infrastruktur pendukung guna 

menangani narapidana narkotika khususnya pecandu. 

5) Kurang optimalnya pembinaan terhadap narapidana narkotika 

khususnya   pecandu ditinjau dari waktu hukuman pidana penjara 

yang relatif singkat. 

b. Faktor penghambat eksternal 

 Faktor penghambat eksternal dalam pembinaan narapidana yaitu : 

1) Stigma buruk masyarakat terhadap narapidana  

2) Putusan pidana penjara oleh hakim terhadap pelaku penyalahgunaan 

narkotika.  

3) Masih adanya Jaringan narkotika . 

4) Belum adanya peraturan yang mengatur tentang  Rehabilitasi Medis 

bagi pecandu narkotika. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka penulis dapat 

memberikan saran sebagai berikut:   

1. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Klas II-A Yogyakarta 

Lembaga Pemasyarakatan Klas II-A Yogyakarta diharapkan dapat 

lebih memperhatikan kondisi fisik dan mental narapidana pecandu dalam 
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memberikan pembinaan agar dapat berjalan efektif dan efisien sehingga 

pengulangan tindak pidana dapat lebih diminimalisir/ditekan, LP harus 

berupaya meningkatkan sumber daya manusia yang ada sesuai kebutuhan 

dalam menangani narapidana  narkotika khususnya pecandu, dan 

mengadakan sarana, prasarana, dan infrastruktur pendukung guna 

memberikan kelancaran dalam pembinaan narapidana narkotika terlebih  

untuk pencandu. 

2. Bagi hakim dalam menjatuhkan putusan 

Hakim harus mempertimbangkan pengaruh putusan terhadap 

terpidana narkotika pecandu harus didasari keadilan. dari hasil penelitian 

diketahui bahwa masyarakat masih memberikan stigma buruk terhadap 

setiap seorang narapidana dan juga kondisi LP kurang dapat memenuhi 

kebutuhan pecandu guna upaya penyembuhan ketergantungan narkotika. 

3. Bagi Pemerintah 

Perlu adanya Peraturan tentang Rehabilitasi Medis bagi pecandu 

narkotika yang berbentuk Peraturan Mentri Kesehatan. Agar Lembaga 

pemasyarakatan narkotika dalam melakukan rehabilitasi medis terhadap 

narapidana narkotika khususnya yang masih dalam keadaan kecanduan, 

memiliki dasar/standar aturan khusus tentang tata cara, penanganan dan 

standar pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi pecandu narkotika agar sifat 

ketergantungan pecandu dapat diatasi. 
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